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BAB II TINJAUAN PUSTAKA


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Modal

Dalam posisi sebagai badan usaha, kebutuhan akan modal merupakan faktor penting untuk menjalankan usaha. Modal dalam pengertian disini adalah dana yang diperlukan dalam menjalankan usaha. Untuk itu bila suatu usaha menghadapi kesulitan dalam hal permodalan tetapi dapat mengatasinya dengan baik maka peluang untuk menjalankan usaha menjadi lebih terbuka.

2.1.1 Pengertian Modal


Setiap usaha dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuannya memerlukan sejumlah dana. Dana tersebutlah yang selanjutnya disebut dengan modal, dalam arti sebagai modal usaha yang diperlukan untuk melakukan aktivitas usahanya.
Pengertian modal menurut Ikatan Akuntansi Indonesia  melalui PSAK Per 1 Oktober 2004 dalam buku Standar Akuntansi Keuangan, modal didefinisikan sebagai:

” Bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual.” 









(2004 : 21. 1)
Modal juga didefinisikan oleh M Fuad, dkk dalam buku Pengantar Bisnis sebagai

” Modal adalah seluruh aktiva perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan.”

(2001 : 16)

Pengertian modal menurut Adam Smith yang diterjemahkan oleh Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto dalam buku Perkoperasian : Sejarah, Teori dan Praktek adalah :

” Modal adalah bagian dari nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan.”

(2002 : 70)
Berdasarkan ketiga pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa modal adalah bagain hak pemilik suatu perusahaan yang merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban yang dimiliki serta dapat mendatangkan keuntungan dan menambah kekayaan bagi pemilik modal.

2.1.2 Peruntukan Modal


Suatu badan usaha jelas memerlukan modal untuk melakukan usahanya, terutama bila usaha tersebut baru memulai kegiatan usahanya. Karena tanpa adanya modal yang cukup dan layak maka suatu kegiatan usaha tidak dapat berjalan dengan baik.


Ada tiga alasan mendasar mengapa koperasi membutuhkan modal menurut Andjar Pachta W, Myra Rosana Bahtiar dan Nadia Maulisa Benemay dalam buku Hukum Koperasi Indonesia : Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha, antara lain:


” 1. Untuk membiayai proses pendirian koperasi.


   2. Untuk membeli barang-barang modal.


   3. Untuk modal kerja.”

(2005: 105-106)

Penjelasan dari alasan koperasi membutuhkan modal adalah sebagai berikut:
1. Untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi, atau yang biasa disebut dengan biaya pra-organisasi. Biaya tersebut dikeluarkan untuk keperluan pembuatan akta pendirian atau Anggaran Dasar, membayar biaya-biaya administrasi pengurusan izin-izin yang diperlukan, mendapat status sebagai badan hukum, sewa tempat, ongkos trasnportasi dan lain-lain. Umumnya, biaya tersebut dikeluarkan terlebih dahulu secara pribadi oleh pendiri koperasi.

2. Untuk membeli barang-barang modal, seperti membayar kompensasi tempat usaha baik berupa lahan atau bangunan, mesin-mesin, alat-alat industri atau produksi dan kebutuhan jangka panjang lain sesuai dengan jenis usaha koperasi.

3. Untuk modal kerja. Modal kerja atau working capital ini biasanya digunakan untuk membiayai operasional koperasi dalam menjalankan usahanya, baik berupa gaji, upah, sewa tempat listrik, transportasi, bahan baku, alat-alat tulis dan lain-lain.

2.1.3 Sumber Modal

Sumber modal yang dapat dijadikan modal usaha koperasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modal yang didapat secara langsung dan modal yang didapat secara tidak langsung. Sebetulnya tidak ada perbedaan yang mendasar dalam cara mendapatkan dua modal tersebut, namun dengan cara yang pertama modal diperoleh langsung oleh koperasi dari para anggotanya maupun dari pihak ketiga. Sedangkan dengan cara yang kedua, modal dengan cara mengambil manfaat dari fasilitas yang dimiliki oleh koperasi atau dengan menekan biaya-biaya operasional.

Dalam mendapatkan modal secara langsung ada tiga cara klasik yang dapat dilakukan oleh pengurus koperasi, menurut Andjar Pachta W, Myra Rosana Bahtiar dan Nadia Maulisa Benemay dalam buku Hukum Koperasi Indonesia : Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha, antara lain:

” 1. Mengaktifkan simpanan anggota sesuai dengan besar kecilnya volume penggunaan jasa pelayanan koperasi yang dimanfaatkan oleh anggota tersebut.

   2.   Mengaktifkan pengumpulan tabungan para anggota.

3. Mencari pinjaman dari pihak bank atau nonbank dalam menunjang kelancaran operasional usaha koperasi.”

                                                                                              (2005:107)

Sedangkan untuk mendapatkan modal secara tidak langsung dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan koperasi itu sendiri. Modal yang didapat dengan cara ini bukan merupakan modal yang langsung digunakan oleh koperasi tetapi mengambil manfaat dari kemampuan koperasi itu sendiri dalam rangka menekan biaya baik itu berupa biaya operasional maupun biaya produksi yang pada dasarnya harus dikeluarkan koperasi dalam rangka menjalankan usahanya. 

Cara untuk mendapatkan modal secara tidak langsung menurut Andjar Pachta W, Myra Rosana Bahtiar dan Nadia Maulisa Benemay dalam buku Hukum Koperasi Indonesia : Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha, adalah dengan:

” 1. Menunda pembayaran yang seharusnya dikeluarkan.

   2.Memupuk dana cadangan.

   3. Melakukan Kerjasama Usaha.

  4. Mendirikan Badan Usaha Bersubsidi.”
(2005:110)
2.1.4 Jenis Modal
Tujuan utama mendirikan sebuah organisasi atau usaha adalah untuk mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri yang meskipun pada awal berdirinya berjumlah kecil. Dengan mengumpulkan dana-dana yang kecil tersebut usaha didirikan untuk selanjutnya dapat menggalang dana secara terus menerus dari waktu ke waktu guna mencapai tujuan organisasi atau usaha. Meskipun koperasi bukan merupakan bentuk kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha maka didalam menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal pula.
Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 41 tentang Perkoperasian yang dikutip oleh Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto dalam buku Perkoperasian : Sejarah, Teori dan Praktek dinyatakan bahwa :

“Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.”

(2002 : 71)
1. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti. Yang termasuk modal sendiri adalah:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpananan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.

c. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Dana cadangan koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran. Pada masa pembubaran oleh penyelesai pembubaran dipakai untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi, kerugian-kerugian koperasi, biaya-biaya penyelesaian, dan sebagainya.

d. Hibah

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan atau ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia. Modal koperasi yang merupakan pemberian (hibah) ini adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang yang berupa kebendaan, baik benda bergerak atau tetap.

Untuk pemindaan hak milik harta kekayaan yang berupa benda bergerak dari pemberi hibah dapat dilakukan seketika, sedangkan untuk penyerahan benda tetap dilakukan melalui penyerahan yuridis, yaitu suatu penyerahan yang harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu untuk sahnya suatu pemindahan hak milik atas benda tetap.

2. Modal Pinjaman

Modal yang berasal dari pinjaman dapat berasal dari siapa pun, baik dalam bentuk uang ataupun barang sepanjang pinjaman itu memang diambil oleh koperasi untuk digunakan mengembangkan usahanya dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya di masa datang. Modal yang berasal dari pinjman di dalam koperasi dapat berasal dari :

a. Anggota

Pinjaman yang berasal dari anggota yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Bila dalam simpana sukarela besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota, maka sebaliknya dalam pinjaman. Koperasi meminjam sejumlah uang atau yang dapat dinilai dengan uang yan berasal dari anggota, sedangkan besar kecil pinjaman tergantung dari kesanggupan anggota dan kebutuhan modal yang diperlukan oleh koperasi. Pinjaman yang diperoleh dari anggota bukan merupakan modal sendiri atau equity dan wajib dikembalikan kepada anggota yang bersangkutan sebagaimanan layaknya pinjaman atau hutang.

b. Koperasi lain atau anggotanya

Pinjaman dari koperasi lain atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi. Bentuk dan lingkup kerjasama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit, tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan.

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, ada persyaratan komersil bisnis perbankan yang harus dipenuhi oleh koperasi namun di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pinjaman komersial dari bank atau lembaga keuangan lainnya untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan sebagai wujud dari komitmen negara-negara berkembang untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi.

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya

Dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat meneluarka obligasi atau surat pernyataan hutang yang dapat dijual kepada masyarakat. Sebagai konsekuensinya, koperasi diharuskan untuk membayar bunga atas pinjaman yang diterima secara tetap, baik besar maupun waktunya. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Sumber lain yang sah

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum. Selain itu tidak ada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah negara-negara berkembang yang ada di dunia ini yang membatasi badan usaha koperasi untuk mencari modal pinjaman untuk menjalankan usahnya, termasuk di Indonesia. Jadi semua sumber keuangan, kecuali sumber keuangan yang berdasar dari dana yang tidak sah, dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal.

2.2 Kredit
Kredit merupakan salah satu bidang usaha yang cukup menjanjikan perkembangannya di Indonesia. Karena banyak pelaku usaha di Indonesia yang membutuhkan tambahan dana terutama untuk skala usaha kecil, menengah dan besar. Pelaku usaha dibidang perkreditan biasanya berupa lembaga keuangan bank atau bukan bank. Dengan melakukan usaha dalam bidang perkreditan pelaku usaha ini akan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Keuntungan yang tidak sedikit ini juga berbanding lurus dengan resiko dari usaha ini. Karena tidak jarang ada  pihak yang meminjam kepada pihak pemberi pinjaman tidak dapat mengembalikan pinjaman karena banyak hal.

2.2.1 Pengertian Kredit
Dalam bahasa latin kredit disebut credete yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan janka waktunya.
Menurut Undang Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 yang tercantum dalam buku Dasar-Dasar Perbankan yang ditulis oleh Kasmir, kredit didefinisikan sebagai:

”Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka wantu tertentu dengan pemberian bunga.”

( 2006 : 102)
Kredit didefinisikan oleh Kamus Besar Akuntasi sebagai:

” Kemampuan individu atau perusahaan yang diakui untuk mempertimbangkan uang dengan prospek pembayaran uang tersebut secara tepat.”

(2003 : 267)



Kredit juga didefinisikan oleh Rolling G Tomas yang diterjemahkan oleh Hadiwidjadja dan R.A. Rivai Wirasasmita dalam buku Analisis Kredit sebagai:


”Kredit itu didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang .”

(2000:6)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah perjanjian peminjaman uang antara dua pihak dimana pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut bunga pinjaman kepada pihak pemberi pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan asas kepercayaan serta dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit
Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain kata kredit mengandung unsur-unsur yagn direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita berbicara soal kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Berdasarkan Buku Dasar-Dasar Perbankan yang ditulis oleh Kasmir, hal-hal yang terkadung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

”1. Kepercayaan

  2. Kesepakatan

  3. Jangka Waktu

  4. Resiko

  5. Balas Jasa.”

(2006 : 103-105)

Uraian mengenai unsur-unsur kredit diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berua uang, barang atau jasa benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ditungakan dalam suatu bentuk perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditadatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Untuk kondisi tertentu jangka waktu pengembalian kredit dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

4. Resiko

Akibat adanya tenggat waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang

5. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit yang lebih kita kenal denan istilah bunga.

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit
Pemberian suatu fasilitias kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung dari tujuan pemberi pihak pemberi pijaman. Tujuan pemberian kredit juga tidak bisa dilepaskan dari misi pihak pemberi pinjaman.

Adapun tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir dalam buku Dasar-Dasar Perbankan adalah sebagai berikut:

” 1. Mencari Keuntungan

   2. Membantu usaha debitur.

   3. Membantu Pemerintah.”

(2006 : 105-106)

Penjelasan dari tujuan pemberian kredit diatas adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh pihak kreditur sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada pihak debitur.

2. Membantu Usaha Debitur

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha debitur yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemeritah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakain banyak kredit yang disalurkan oleh pihak kreditur, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi. Fungsi kredit menurut Kasmir dalam buku Dasar-Dasar Perbankan adalah sebagai berikut:

” 1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
   2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

   3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

   4. Meningkatkan peredaran barang.

   5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

   6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

   7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

   8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.’’

(2006 :107-109)
Penjelasan dari fungsi dari kredit diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang disalurkan melalui kredit akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lain.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh pihak kreditur akan dapat digunakan oleh pihak debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat. Dengan demikian fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat juga meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6. Untuk mengingkatkan kegairahan berusaha

Bagi pihak kreditur pemberian kredit dapat mengingkatkan kegairahan berusaha, begitu juga dengan pihak debitur yang sedang mengalami kesulitan modal.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan rasa saling membutuhkan antara pihak debitur dan pihak kreditur. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

2.2.4 Jenis-Jenis Kredit
Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan oleh peminjam kredit.

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi. Menurut Kasmir dalam buku Dasar-Dasar Perbankan, kredit dapat dibedakan menurut:

”1. Dilihat dari segi kegunaan

  2. Dilihat dari segi tujuan kredit

  3. Dilihat dari segi jangka waktu

  4. Dilihat dari segi jaminan

  5. Dilihat dari segi sektor usaha.”

(2006 : 109 – 112)
Berikut ini penjelasan jenis-jenis kredit yang disebutkan diatas:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau inestasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya palin panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembalianya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang.
4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit Dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan pihak kreditur atau pihak lain.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Jangka waktu kredit untuk sektor usaha pertanian dapat berupa kredit jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit Peternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Kredit Industri

Merupakan kredit yan diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah, atau industri besar.
d. Kredit Pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang.
e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional.

g. Kredit Perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

h. Dan sektor-sektor lainnya

2.2.5
Prinsip-Prinsip Kredit


Sebelum suatu kredit diberikan maka pihak kreditur harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut diberikan. Penialian kredit oleh bank atau lembaga keuangan lain dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang debiturnya, seperti melalui prosedur penilaian yamng benar dan sungguh-sungguh. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh pihak kreditur untuk mendapatkan debitur yang benar-benar layak dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. 

Menurut Kasmir dalam buku Dasar-Dasar Perbankan menjelaskan bahwa analisis 5 C dan 7 P sebagai berikut:


” 1. Analisis 5 C

a. Character

b. Capacity

c. Capital

d. Condition
e. Colleteral
   2. Analisis 7 P

a. Personality

b. Party

c. Purpose

d. Prospect

e. Payment

f. Profitability

g. Protection.”

(2006 : 117- 120)

Adapun penjelasan dari kedua analisis prinsip-prinsip pemberian kredit diatas adalah sebagai berikut:

1. Analisis 5 C

a.   Character

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya, hal ini dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun dari hal-hal yang bersifat pribadi

b.   Capacity

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan debitur dalam membayar kredit. Dari penilaian ini dapat dilihat kemampuan debitur dalam mengelola usahanya yang dilakukannya selama ini, yang pada akhirnya akan terlihat kemampuan debitur tersebut dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
c.   Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Selain itu juga harus dilakukan analisis tentang sumber modal yang ada.

d.   Condition

Penilaian kondisi atau prospek bidang kerja yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Hal lain yang perlu dinilai juga adalah kondisi ekonomi, sosial dan pilitik yang ada dan prediksi untuk di masa yang akan datang.

e.   Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yan diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempuraannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat digunakan secepatnya

2. Analisis 7 P

a.    Personality

Yaitu menilai debitur dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkahlaku dan tindakan debitur dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
b.   Party

Yaitu mengklaisifikasikan debitur kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdsarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c.   Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan debitur. Tujuan pengambilam kredit dapat bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan.

d.   Prospect

Yaitu untuk menilai usaha debitur dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e.   Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
f.    Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability dihitung dari periode ke periode, apakah tetap sama atau meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperoleh.

g.   Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi.

2.2.6
Aspek Penilaian Kredit


Dalam prakti penyaluran kredit di samping menggunakan analisis 5 C dan analisis 7 P, penilaian layak tidaknya suatu kredit diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal denan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek-aspek penilaian kredit menurut Kasmir dalam buku Dasar-Dasar Perbankan antara lain meliputi :


” 1.   Aspek Yuridis atau Hukum

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

3. Aspek Keuangan

4. Aspek Teknis atau Operasi

5. Aspek Manajemen

6. Aspek Sosial Ekonomi

7. Aspek Analisis Dampak Lingkungan.”

(2006 : 120-123)

Adapun penjelasan dari aspek-aspek penilaian kredit diatas adalah:

1. Aspek Yuridis atau Hukum

Yang menjadi penilaian utama dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki debitor yang mengajukan kredit.

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Dalam aspek ini yang menjadi penilaian utama adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut.

3. Aspek Keuangan

Sumber-sumber dana yang dimiliki oleh pihak debitor untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut yang menjadi penilaian utama dalam aspek ini.

4. Aspek Teknis atau Operasi

Merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi dan lay out, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Masalah lokasi usaha serta lay out gedung dan lay out mesin termasuk jenis mesin dan teknologi yang digunakan

5. Aspek Manajemen

Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumberdaya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumberdaya manusianya.

6. Aspek Sosial Ekonomi

Menganalisis dampak yang timbul akibat adanya proyek atau suatu pekerjaan terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum.
7. Aspek Analisis Dampak Lingkungan

Merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara, termasuk kesehatan manusia bila suatu proyek atau pekerjaan dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit tersebut disalurkan, sehingga proyek atau pekerjaan yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya.

2.2.7 Prosedur Pemberian Kredit

Yang dimaksud dengan prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dinilai sebelum suatu kredit diputuskan untuk disalurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pihak kreditor dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur Pemberian kredit menurut Kasmir dalam buku Daras-Dasar Perbankan adalah :

”1. Pengajuan berkas-berkas.

  2. Penyelidikan berkas pinjaman.

  3. Wawancara awal.

  4. On the spot.

  5. Wawancara II.

  6. Keputusan kredit.

  7. Penandantanganan akad kredit/perjanjian lainnya.

  8. Realisasi kredit.

  9. Penyaluran/penarikan dana.

(2006: 124-128)
Secara umum prosedur pemberian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi :

· Latar belakang pemohon kredit

· Maksud dan tujuan

· Besarnya kredit dan jangka waktu

· Cara pemohon mengembalikan kredit

· Jaminan kredit

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar termasuk penyelidikan keabsahan berkas.

3. Wawancara awal

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon pemberi pinjaman. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pihak pemberi pinjaman apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang pemberi pinjaman inginkan.

4.   On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai proyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan untuk kemudia dicocokan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon peminjam menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit dilakukan setelah penandantanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan.

9. Penyaluran atau penarikan dana

Adalah pemcairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

2.3 Pengaruh Modal Terhadap Realisasi Penyaluran Kredit

Setiap bentuk usaha memerlukan modal untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk koperasi. Modal yang diperlukan oleh koperasi sudah ditentukan dalam proses pengorganisasian dan pada waktu pendiriannya. Sehingga dapat diketahui berapa modal tetap dan berapa modal kerja yang dibutuhkan. Modal tetap diperlukan untuk menyedikan fasilitas fisik yang diperlukan koperasi untuk menjalankan usahanya seperti pembelian tanah, sewa gedung, mesin dan kendaraan. Modal kerja diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi. Modal kerja ini biasanya akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan usaha koperasi sesuai dengan jenis koperasi tersebut.

Kegiatan usaha koperasi yang dimaksud salah satunya adalah dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan selain untuk melakukan pembelian barang-barang kebutuhan anggota. Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay dalam buku  Hukum Koperasi Indonesia : Pemahaman, Regulasi, Pedirian dan Modal Usaha mengemukakan bahwa: 

“ Modal diperlukan oleh koperasi untuk membeli barang-barang modal. Pada koperasi sekunder barang-barang modal ini dapat diberikan kepada anggota dalam bentuk pinjaman sementara”









( 2005 : 105)

Berdasarkan definisi diatas maka dapat diketahui mengenai pengaruh modal koperasi terhadap realisasi penyaluran kredit. Karena untuk merealisasikan penyaluran kredit kepada anggota diperlukan sejumlah dana yang berasal dari modal koperasi. Selain itu pula jumlah kredit yang disalurkan akan sangat dipengaruhi oleh jumlah modal yang dimiliki oleh koperasi. Jika modal yang dimiliki oleh koperasi cukup besar, maka jumlah realisasi penyaluran kreditnya pun akan besar bila dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan apabila koperasi tersebut memiliki modal yang kecil.
